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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, berikut 
ini beberapa hal yang bisa dijadikan suatu kesimpulan : 
a. 	 Bahwa adanya indikasi praktik monopoli yang terjadi di dunia perbioskopan 
yang disinyalir dilakukan oleh Cineplex 21 Group, harus dibuktikan lebih 
dahulu karena dalam hal ini pengaturan yang digunakan bersifat rule of 
reason, yaitu dilihat seberapa jauh apakah tindakan tersebut dapat dikatakan 
sebagai tindakan praktik monopoli yang dapat menimbulkan persaingan 
usaha tidak sehat atau tidak. Selain itu data-data dari hasil investigasi yang 
dilakukan oleh Monopoly Watch sebagai LSM yang mengawasi persaingan 
usaha di Indonesia, dilaporkan kepada KPPU sebagai kornisi independen 
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Anti Monopoli untuk 
menindaklanjuti kasus tersebut, maka KPPU melakukan pemeriksaan 
terhadap data-data yang diajukan oleh Monopoly Watch tersebut untuk 
membuktikan apakah Cineplex 21 Group memang melakukan tindakan yang 
dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
b. 	 Bahwa pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPPU berkaitan 
dengan adanya indikasi praktik monopoli, yang dilaporkan oleh Monopoly 
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Watch tersebut, telah menghasilkan putusan yaitu Putusan KPPU. Dalam 
putusan terse but terdapat beberapa point putusan KPPU yang kurang tepat, 
khususnya putusan tentang : 
1. 	 Menyatakan bahwa Cineplex 21 Group tidak terbukti melakukan 
tindakan monopoli seperti ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang 
Anti Monopoli. 
2. 	 Menyatakan bahwa Cineplex 21 Group tidak terbukti melakukan 
tindakan monopsoni seperti ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang 
Anti Monopoli. 
3. 	 Menyatakan Cineplex 21 Group tidak terbukti melakukan tindakan 
penguasaan pasar seperti ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Anti 
Monopoli. 
4. 	 Menyatakan bahwa Cineplex 21 Group tidak terbukti memiliki posisi 
dominan seperti ketentuan dalam pasal 25 Undang-Undang Anti 
Monopoli. 
Putusan tersebut menyatakan bahwa Cineplex 21 Group dinyatakan tidak 
terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan praktik 
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, namun dalam putusan 
tersebut hanya terdapat satu pasal dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang 
dinyatakan terbukti dilanggar oleh Cineplex 21 Group, yaitu pasal 27 tentang 
pemilikan saham mayoritas, bahwa P.T. Nusantara Sejahtera Raya terbukti 
telah melakukan pemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan bioskop 
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di Surabaya. Sehingga dari putusan KPPU tersebut masih belum memberikan 
suatu penyelesaian perkara yang memuaskan dan memenuhi aspirasi, baik 
bagi pihak pelapor (Monopoly Watch) maupun bagi pelaku usaha bioskop lain 
(non Cineplex 21 Group) yang merasa dirugikan. 
2. 	 Saran 
Dari kedua kesimpulan diatas, maka berikut ini terdapat beberapa saran : 
a. 	 PerIu adanya penjelasan lebih lanjut, mengenai batasan-batasan tentang 
kapan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pe1aku usaba tersebut 
dapat dikategorikan sebagai tindakan praktik monopoli yang dapat 
menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga bertentangan 
dengan peraturan Undang-Undang No 5 Tahun 1999, agar nantinya para 
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan­
tindakan yang tidak etis melalui praktik-praktik monopoli yang dapat 
mengakibatkan dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. 
b. 	 Bagi KPPU, sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah 
untuk mengawasi jalannya persaingan usaha yang sehat di dunia usaha di 
Indonesia, dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh 
Undang-Undang No 5 Tabun 1999, hendaknya bersikap independen dan 
netral, sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang adil yang dapat 
memuaskan berbagai pihak. Selain itu perIu adanya suatu aturan tentang 
upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan bagi pihak pelapor apabila ingin 
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mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU, karena dalam Undang­
Undang No 5 Tahun 1999 hanya terdapat upaya hukum bagi pihak Terlapor 
atau pelaku usaha untuk mengajukan keberatan. Selanjutnya, diperlukan 
adanya pengaturan Iebih lanjut mengenai sanksi apa yang dapat diberikan 
oleh KPPU apabila pelaku usaha mengabaikan perintah KPPU untuk: 
menjalankan putusan KPPU tersebut. 
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
SKRIPSI INDIKASI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ... YUSNITA A.
